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ABSTRACT

This article reconstructs the legal framework governing proprietary rights over
Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) business premises situated on
state, regional, and waqfland in Indonesia. The study departs from the persistent
legal uncertainty surrounding kiosks and stalls in government-owned traditional
markets, particularly the weak proprietary status of SIPTU/SHPTU instruments.
In response, the article develops a normative-comparative model of SKBG Tempat
Usaha UMKM as a legal mechanism for strengthening the protection of MSME
business premises.

The proposed model extends the concept of building ownership certificates
under the Indonesian Flats Law, particularly the provisions relating to state,
regional, and waqfland, from residential units to MSME business premises. Using
statutory, conceptual, and comparative legal approaches, this article examines
Article 60 of Government Regulation No. 7 of 2021, Article 53A of Law No. 11 of
2020, Government Regulation No. 17 of 2021, and relevant provisions of the Flats
Law.

Comparative reflections on Pakistan and Turkey further strengthen the argument
that public assets and wagqf property can be institutionally transformed into
inclusive economic infrastructure. The study finds that legal certainty for MSME
business premises requires the implementation of the horizontal separation
principle between land and buildings, transparent public registration,
enforceable proprietary rights, and broader access to financing through fiduciary
security or equivalent legal instruments.

The novelty of this article lies in its proposal for the doctrinal and institutional
expansion of SKBG from a housing-oriented instrument into a legal framework
applicable to MSME-oriented development on public and waqf land. This
reconstruction is expected to strengthen legal certainty, improve access to
financing, and support inclusive and sustainable economic development for
MSMEs in Indonesia.
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Latar Belakang

PENDAHULUAN

Pasar tradisional sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi rakyat memegang peranan
penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) (Bhanye, 2024). Di Indonesia, pasar tradisional milik pemerintah,
seperti Pasar Tanah Abang di Jakarta, merupakan aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi
serta berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan tempat usaha yang menopang kehidupan ribuan
pelaku UMKM (Sulistiyo et al., 2025). Namun demikian, keberadaan hak kebendaan atas tempat
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usaha di pasar-pasar tersebut masih menghadapi berbagai kendala hukum yang signifikan. Hak atas
tanah dan bangunan yang digunakan oleh para pedagang pada umumnya berbentuk Surat Izin
Penggunaan Tempat Usaha (SIPTU) atau Surat Hak Penggunaan Tempat Usaha (SHPTU). Meskipun
instrumen tersebut memberikan hak penggunaan, SIPTU dan SHPTU belum memberikan hak
kebendaan secara penuh, tidak memiliki sistem publisitas yang kuat, serta belum efektif dijadikan
sebagai jaminan dalam memperoleh pembiayaan perbankan (Khairi, 2023).

Ketidakpastian hukum tersebut tidak hanya berdampak pada aspek legal formal, tetapi juga
menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang luas. Ketidakjelasan status hak kebendaan
menghambat pelaku UMKM dalam memperoleh akses terhadap modal usaha, yang pada akhirnya
membatasi kapasitas mereka untuk berkembang dan bersaing secara sehat di pasar. Dalam konteks
pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan utama
dalam mewujudkan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Oleh
karena itu, rekonstruksi hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak
kebendaan atas tempat usaha UMKM menjadi sangat penting.

Dalam konteks tersebut, artikel ini mengusulkan rekonstruksi hukum dengan mengakui
bangunan, kios, atau los sebagai benda mandiri yang berdiri di atas tanah negara, tanah daerah,
maupun tanah wakaf melalui penerapan asas pemisahan horizontal, sistem pendaftaran yang
transparan, serta pengembangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SKBG) yang dilengkapi dengan hak-
hak kebendaan seperti droit de suite (hak mengikuti), droit de preference (hak didahulukan), dan
jaminan fidusia (Khairi & Roestamy, 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan
perlindungan hukum yang lebih kuat sekaligus mendukung keberlangsungan usaha UMKM di pasar
tradisional milik pemerintah. Konsep tersebut juga mencerminkan pemikiran hukum progresif yang
mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dan ekonomi dalam pengelolaan aset publik dan aset
wakaf.

Selain itu, perkembangan regulasi nasional, seperti Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2021 yang mengatur penyediaan lahan dan bangunan bagi UMKM, serta ketentuan dalam
Undang-Undang Rumah Susun (UURS), khususnya Pasal 8, 9, 10, 46, 48, dan 49, yang mengatur
pemanfaatan tanah milik negara, daerah, dan wakaf untuk hunian maupun tempat usaha,
memberikan peluang untuk mengembangkan konsep SKBG Tempat Usaha UMKM yang lebih inovatif
dan berkeadilan. Konsep ini tidak hanya relevan diterapkan pada pasar tradisional di Indonesia,
tetapi juga dapat dibandingkan dengan praktik pengelolaan hak kebendaan atas tempat usaha di
negara lain, seperti Pakistan dan Turki, yang memiliki sistem hukum dan pendekatan berbeda dalam
pengelolaan aset pasar serta pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
berkontribusi terhadap pengembangan hukum nasional, tetapi juga memperkaya kajian hukum
komparatif yang kritis dan kontekstual.

Urgensi

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menjawab permasalahan klasik yang
dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh kepastian hukum
atas tempat usaha mereka di pasar tradisional milik pemerintah. Ketidakjelasan status hak
kebendaan atas kios atau los yang digunakan menyebabkan keterbatasan akses terhadap
pembiayaan formal, sehingga menghambat pertumbuhan dan daya saing UMKM. Kondisi ini sejalan
dengan temuan Kusumaningtyas et al. (2022) yang menegaskan pentingnya penguatan kebijakan
digitalisasi dan akses pembiayaan sebagai pilar pengembangan ekonomi syariah yang inklusif.

Lebih lanjut, kewajiban pemerintah dalam menyediakan lahan dan bangunan bagi UMKM
sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menuntut adanya
mekanisme hukum yang jelas dan efektif dalam pengelolaan aset pasar tradisional agar dapat
memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha kecil. Pengaturan mengenai SKBG Tempat Usaha
UMKM yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan inovasi hukum yang diharapkan mampu
mengatasi kelemahan sistem SIPTU/SHPTU yang berlaku saat ini, sekaligus mengakomodasi prinsip-
prinsip hukum agraria dan hukum rumah susun di Indonesia. Penegasan Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai ketentuan yang paling jelas dan mengikat mengenai
penyediaan tempat atau lahan bagi UMKM menjadi pijakan utama dalam membangun kerangka
hukum yang kuat, adaptif, dan berkeadilan.
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Selain itu, perbandingan dengan praktik di Pakistan dan Turki memberikan perspektif
komparatif yang lebih kaya, mengingat kedua negara tersebut memiliki pengalaman dalam
pengelolaan pasar tradisional dan pemberdayaan UMKM melalui instrumen hukum yang berbeda,
termasuk pengelolaan tanah wakaf dan sistem pendaftaran hak kebendaan yang lebih maju. Namun
demikian, perlu ditegaskan bahwa perbandingan tersebut bersifat selektif dan kontekstual, bukan
merupakan bentuk transplantasi hukum secara langsung. Oleh karena itu, adaptasi terhadap prinsip
dan praktik dari kedua negara tersebut tetap harus mempertimbangkan karakteristik sistem hukum,
kondisi sosial, dan budaya hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum nasional yang lebih adaptif,
responsif, dan berorientasi pada kebutuhan UMKM di pasar tradisional. Sebagai gambar berikut;

Perbandingan Praktik Pakistan dan Turki
untuk Pengembangan Kebijakan Hukum di Indonesia
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Tinjauan Pustaka

Kajian hukum hak kebendaan atas tempat usaha di pasar tradisional telah menjadi fokus
beberapa penelitian, terutama terkait dengan keterbatasan SIPTU/SHPTU yang tidak memberikan
kepastian hukum penuh dan tidak efektif sebagai jaminan kredit (Khairi, 2023), Konsep asas
pemisahan horizontal yang diadopsi dari Undang-Undang Rumah Susun menjadi salah satu solusi
inovatif untuk mengakui bangunan atau kios sebagai benda mandiri yang terpisah dari tanah
induknya, sehingga dapat didaftarkan secara terpisah dan memiliki hak kebendaan yang kuat.

Selain itu, pengaturan tanah negara, daerah, dan wakaf yang diatur dalam UURS Pasal 8, 9, 10,
46, 48, dan 49 memberikan landasan hukum untuk memanfaatkan aset-aset tersebut sebagai sarana
pengembangan tempat usaha UMKM melalui penerbitan SKBG yang dapat diperdagangkan dan
dijadikan jaminan fidusia. Hal ini sejalan dengan prinsip pendaftaran tanah dan bangunan yang
transparan dan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak.

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, literatur terkait peran keuangan mikro syariah dan
wakaf produktif menunjukkan pentingnya akses pembiayaan yang didukung oleh jaminan hukum
yang kuat (Hassan et al., 2021; Soemitra et al., 2022). Penguatan hak kebendaan atas tempat usaha
melalui SKBG Tempat Usaha UMKM dapat meningkatkan kapasitas UMKM untuk mengakses modal,
memperkuat posisi tawar mereka, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Perbandingan dengan Pakistan dan Turki menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf dan
pasar tradisional di kedua negara tersebut menggunakan mekanisme hukum yang mengintegrasikan

Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan |
521



Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
[Iman Khairi, Nova Monaya, Sudiman Sihotang [ Reconstructing Legal Rights...

prinsip-prinsip syariah dan hukum positif, serta sistem pendaftaran yang mendukung kepastian
hukum dan perlindungan hak pelaku usaha. Pakistan misalnya, mengadopsi sistem pendaftaran
tanah yang terintegrasi dengan pengelolaan wakaf, sementara Turki mengembangkan model
sertifikasi hak bangunan yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pasar tradisional dan
pemberdayaan UMKM (A. Akbar et al., 2025; Aman et al,, 2022).

Asas Pemisahan Horizontal, Kepastian Hukum, dan Keadilan Distributif

Dalam kajian hukum tata ruang dan pengelolaan ruang usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM), pemahaman mendalam terhadap asas pemisahan horizontal, kepastian hukum, dan
keadilan distributif menjadi sangat krusial. Asas pemisahan horizontal, yang secara konseptual
mengacu pada pembagian fungsi dan kewenangan antar lembaga atau entitas dalam tatanan hukum
yang setara secara hierarkis (Roestamy, 2022), berperan sebagai fondasi normatif dalam pengaturan
ruang usaha. Asas ini menuntut adanya pembagian tugas yang jelas antara penyediaan ruang usaha
oleh pemerintah atau pengelola pasar dengan pengakuan hak kebendaan yang melekat pada
bangunan usaha yang dimiliki atau dikelola oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, asas ini tidak
hanya mengatur relasi kelembagaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin keberlanjutan
dan stabilitas kepemilikan serta pemanfaatan ruang usaha secara adil dan terukur (Kusumaningtyas
etal, 2022).

Kepastian hukum, sebagai pilar utama dalam sistem hukum modern, menuntut adanya
kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan norma hukum. Dalam konteks Pasal 60
PP No. 7 Tahun 2021, kepastian hukum menjadi sangat penting agar pelaku UMKM memperoleh
jaminan bahwa ruang usaha yang disediakan tidak hanya bersifat temporer atau administratif,
melainkan juga diakui secara hukum sebagai objek hak kebendaan yang dapat memberikan
perlindungan hukum atas bangunan usaha yang mereka dirikan. Hal ini selaras dengan prinsip
bahwa kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, tetapi
juga menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan (Soemitra et al., 2022). Dengan
demikian, pembacaan Pasal 60 sebagai norma penghubung berfungsi untuk mengintegrasikan
kewajiban penyediaan ruang usaha dengan pengakuan hak kebendaan, sehingga menghindari
ketidakpastian yang dapat menimbulkan konflik hukum dan sosial.

Keadilan distributif, yang berakar pada teori keadilan John Rawls dan dikembangkan dalam
konteks hukum sosial, menekankan perlunya distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil dan
proporsional kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok UMKM yang menjadi tulang
punggung perekonomian nasional. Dalam konteks kios pasar sebagai ruang usaha, nilai ekonomi
yang melekat tidak hanya bersifat finansial semata, tetapi juga mencerminkan akses terhadap
kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengaturan yang
mengakomodasi kepastian hak kebendaan atas bangunan usaha di kios pasar harus dipandang
sebagai upaya mewujudkan keadilan distributif, di mana pelaku UMKM memperoleh hak yang setara
dan perlindungan hukum yang memadai atas aset produktif mereka (Hassan et al., 2021). Hal ini juga
menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin akses yang adil dan merata terhadap ruang
usaha sebagai bagian dari kebijakan ekonomi inklusif.

Nilai Ekonomi Kios Pasar dan Implikasinya terhadap

Hak Kebendaan Kios pasar sebagai salah satu bentuk ruang usaha bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) memiliki nilai ekonomi yang bersifat multifaset. Secara langsung, kios pasar
merupakan aset produktif yang mampu menghasilkan pendapatan sekaligus menjadi modal sosial
bagi pelaku usaha. Secara tidak langsung, keberadaan kios pasar juga berkontribusi terhadap
dinamika ekonomi lokal serta penguatan jaringan sosial-ekonomi masyarakat. Nilai ekonomi
tersebut tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik karena mencerminkan status sosial dan
keberlanjutan usaha para pelaku UMKM (T. Akbar & Siti-Nabiha, 2022). Oleh karena itu, pengakuan
hak kebendaan atas bangunan usaha di kios pasar menjadi sangat penting sebagai instrumen hukum
yang mampu menjamin perlindungan dan keberlanjutan nilai ekonomi tersebut.

Dalam perspektif hukum agraria dan hukum properti, pengakuan hak kebendaan atas
bangunan usaha di kios pasar tidak dapat dilepaskan dari fungsi sosial dan ekonomi yang melekat
pada aset tersebut. Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, apabila dipahami sebagai
norma penghubung, memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengintegrasikan kewajiban
penyediaan ruang usaha dengan pengakuan hak kebendaan. Dengan demikian, tercipta sinergi
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antara aspek administratif dan hak milik yang berimplikasi pada stabilitas ekonomi pelaku UMKM
(Tanjung & Windiarto, 2021). Oleh sebab itu, pengaturan tersebut tidak hanya memenubhi aspek legal
formal, tetapi juga memperkuat dimensi ekonomi dan sosial yang menjadi dasar keberadaan kios
pasar.

Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai Norma Penghubung

Pemaknaan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai norma
penghubung antara kewajiban penyediaan ruang usaha bagi UMKM dan pengakuan hak kebendaan
atas bangunan usaha merupakan pendekatan hermeneutik yang strategis dalam memperkuat
kerangka hukum pengelolaan ruang usaha. Norma penghubung tersebut berfungsi sebagai jembatan
hukum yang mengintegrasikan dua dimensi penting, yaitu kewajiban pemerintah atau pengelola
pasar dalam menyediakan ruang usaha yang layak dan pengakuan hak kebendaan yang melekat pada
bangunan usaha yang dimiliki atau dikelola oleh pelaku UMKM (Maesarach et al., 2022).

Pendekatan ini sekaligus menjawab tantangan klasik dalam pengaturan ruang usaha, yaitu
bagaimana menjamin agar penyediaan ruang usaha tidak hanya bersifat administratif dan
sementara, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pelaku UMKM untuk
mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dengan demikian, Pasal 60 berfungsi sebagai
instrumen normatif yang mampu mengharmonisasikan kepentingan publik dan hak individu,
sekaligus mendorong terciptanya keadilan distributif dan kepastian hukum sebagai prasyarat utama
dalam pembangunan ekonomi yang inklusif (Ahmed et al., 2022).

Lebih lanjut, norma penghubung tersebut juga mencerminkan penerapan asas pemisahan
horizontal, yaitu pemisahan antara kewenangan penyediaan ruang usaha dan pengakuan hak
kebendaan yang berada pada domain berbeda, tetapi harus saling melengkapi dan berkoordinasi
secara sinergis. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat
menimbulkan konflik hukum dan ketidakpastian bagi pelaku UMKM (Omrani et al., 2024). Oleh
karena itu, pemaknaan Pasal 60 sebagai norma penghubung tidak hanya memperkuat aspek legal
formal, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengelolaan ruang usaha UMKM secara holistik.

Implikasi Kebijakan dan Penguatan Sistem Hukum

Pemahaman yang komprehensif terhadap Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021 sebagai norma penghubung memiliki implikasi penting terhadap pembentukan kebijakan dan
penguatan sistem hukum di Indonesia. Pertama, pendekatan ini mendorong perumusan kebijakan
yang lebih terintegrasi antara aspek penyediaan ruang usaha dan pengakuan hak kebendaan,
sehingga mampu menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan bagi UMKM. Kedua,
penguatan norma tersebut dapat menjadi dasar bagi reformasi regulasi yang lebih responsif
terhadap kebutuhan pelaku UMKM dalam menghadapi dinamika ekonomi dan sosial yang terus
berkembang (Bonina et al,, 2021).

Ketiga, dari perspektif sistem hukum, pemaknaan tersebut memperkuat prinsip supremasi
hukum dan perlindungan hak asasi ekonomi sebagai bagian integral dari pembangunan hukum
nasional yang berkeadilan. Dengan demikian, Pasal 60 tidak hanya dipahami sebagai norma
administratif yang bersifat teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan
pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan (Leendertse et al., 2022). Hal ini sejalan
dengan pandangan bahwa sistem hukum harus mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi
melalui pengaturan yang adaptif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas (AlNuaimi et
al,, 2022).

Kerangka teoretis mengenai asas pemisahan horizontal, kepastian hukum, keadilan
distributif, dan nilai ekonomi kios pasar menegaskan pentingnya pemaknaan Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai norma penghubung antara kewajiban penyediaan ruang
usaha bagi UMKM dan pengakuan hak kebendaan atas bangunan usaha. Pendekatan tersebut tidak
hanya memperkuat landasan hukum dan kepastian bagi pelaku UMKM, tetapi juga mendorong
terwujudnya keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi sebagai tujuan utama dalam pengelolaan
ruang usaha di Indonesia. Dengan demikian, Pasal 60 memiliki peran strategis dalam
mengintegrasikan dimensi administratif dan hak milik sekaligus memperkuat sistem hukum
nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Analisis Kesenjangan
Meskipun telah terdapat berbagai regulasi dan konsep hukum yang mengatur hak kebendaan
atas tempat usaha di pasar tradisional, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara aspek
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normatif dan praktik implementasinya, terutama dalam hal efektivitas perlindungan hukum dan
akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SIPTU/SHPTU yang
selama ini digunakan belum mampu memberikan hak kebendaan secara penuh dan tidak didukung
oleh sistem publisitas yang memadai, sehingga belum dapat dijadikan sebagai jaminan yang kuat
dalam sistem perbankan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam
memperoleh modal usaha yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Selain itu, meskipun Undang-Undang Rumah Susun (UURS) dan Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 2021 memberikan peluang bagi pengembangan SKBG Tempat Usaha UMKM, implementasi
dan harmonisasi antarregulasi tersebut masih terbatas dan belum terintegrasi secara optimal.
Pengaturan mengenai tanah wakaf yang memiliki potensi besar sebagai sumber daya bagi
pengembangan tempat usaha UMKM juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, potensi
pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan aset negara, daerah, dan wakaf belum dapat
dikembangkan secara efektif dan berkelanjutan.

Perbandingan dengan sistem hukum di Pakistan dan Turki menunjukkan bahwa Indonesia
masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif dalam pengelolaan hak
kebendaan atas tempat usaha di pasar tradisional. Pendekatan tersebut mencakup penguatan sistem
pendaftaran, perlindungan fidusia, serta pengakuan hak yang lebih jelas dan pasti bagi pelaku UMKM.
Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting bagi perlunya rekonstruksi hukum yang tidak hanya
memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mendukung pengembangan ekonomi UMKM
secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi hukum hak kebendaan atas tempat usaha
pada pasar tradisional milik pemerintah dengan pendekatan yang berkeadilan dan berorientasi pada
pemberdayaan UMKM. Secara khusus, penelitian ini mengembangkan konsep SKBG Tempat Usaha
UMKM yang mengintegrasikan asas pemisahan horizontal, pendaftaran yang transparan, dan
perlindungan fidusia atas bangunan atau kios yang berdiri di atas tanah negara, daerah, atau wakaf.
Konsep ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang kuat, meningkatkan akses UMKM
terhadap pembiayaan, serta memperkuat posisi pelaku usaha dalam ekosistem pasar tradisional.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji relevansi dan potensi pengembangan
SKBG Tempat Usaha UMKM berdasarkan ketentuan UURS Pasal 8, 9, 10, 46, 48, dan 49 serta PP No.
7 Tahun 2021 Pasal 60, dengan mempertimbangkan kewajiban pemerintah dalam penyediaan lahan
dan bangunan untuk UMKM. Studi ini juga melakukan analisis komparatif terhadap praktik
pengelolaan hak kebendaan atas tempat usaha di Pakistan dan Turki sebagai bahan pembanding
yang dapat memperkaya rekomendasi kebijakan hukum nasional.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan
praktis dalam pengembangan hukum agraria dan rumah susun di Indonesia, khususnya dalam
konteks pemberdayaan UMKM melalui penguatan hak kebendaan atas tempat usaha di pasar
tradisional milik pemerintah. Pendekatan ini sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam
menciptakan iklim usaha yang kondusif, inklusif, dan berkeadilan bagi pelaku UMKM sebagai tulang
punggung perekonomian nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk
merekonstruksi hukum hak kebendaan atas tempat usaha pada pasar tradisional milik pemerintah
dengan perspektif keadilan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini
terletak pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur hak kebendaan, khususnya
terkait SKBG Tempat Usaha UMKM serta regulasi mengenai tanah negara, tanah daerah, dan tanah
wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun (UURS) Pasal 8, 9, 10, 46, 48, dan 49
serta Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Pendekatan ini memungkinkan
dilakukannya analisis secara mendalam terhadap substansi hukum, interpretasi norma, serta
relevansi dan implementasi regulasi dalam konteks pasar tradisional, seperti Pasar Tanah Abang,
yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun masih menghadapi kendala dalam pengakuan hak
kebendaan yang efektif (Khairi, 2023).
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Populasi dan partisipan dalam penelitian ini bersifat adaptif dan kontekstual karena penelitian
hukum tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, melainkan bahan hukum sebagai objek
kajian. Populasi utama penelitian terdiri atas bahan hukum primer yang meliputi peraturan
perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang
Rumah Susun, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta berbagai peraturan
pemerintah yang relevan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik,
disertasi, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan juga menjadi bagian penting dari
bahan hukum yang dianalisis. Objek sampling doktrinal difokuskan pada dokumen hukum dan
kebijakan yang dikeluarkan oleh PD Pasar Jaya terkait pengelolaan dan pengaturan tempat usaha di
Pasar Tanah Abang sebagai studi kasus representatif pasar tradisional milik pemerintah yang
memiliki nilai ekonomi tinggi dan kompleksitas hukum yang signifikan.

Instrumen penelitian berupa matriks analisis norma dan komparasi hukum digunakan sebagai
alat utama dalam mengkaji serta merekonstruksi norma-norma hukum yang berlaku. Matriks
analisis norma disusun untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan ketentuan
hukum yang mengatur hak kebendaan atas tempat usaha, khususnya SKBG Tempat Usaha UMKM,
serta keterkaitannya dengan tanah negara, tanah daerah, dan tanah wakaf. Matriks tersebut memuat
berbagai aspek, seperti pengakuan hak, asas pemisahan horizontal, mekanisme pendaftaran,
perlindungan fidusia, serta hak preferen dan hak mengikuti (droit de preference dan droit de suite).
Selain itu, komparasi hukum dilakukan dengan membandingkan praktik dan regulasi serupa di
negara lain, khususnya Pakistan dan Turki, yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tanah
negara dan tanah wakaf untuk pengembangan UMKM. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi
praktik terbaik (best practices) dan potensi adaptasinya dalam konteks sistem hukum Indonesia.
Adapaun prosedur penelitiannya sebagaimana gambar berikut:

PROSEDUR PENELITIAN
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Rencana analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik
analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi dilakukan untuk
menginterpretasikan dan menafsirkan norma-norma hukum yang terkandung dalam bahan hukum
primer dan sekunder, dengan fokus pada aspek pengakuan hak kebendaan, mekanisme pendaftaran,
serta perlindungan hukum terhadap UMKM sebagai subjek hukum yang rentan. Sementara itu,
analisis komparatif digunakan untuk menilai kesesuaian dan efektivitas regulasi di Indonesia
dibandingkan dengan praktik di Pakistan dan Turki, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi
rekonstruksi hukum yang inovatif dan berkeadilan. Pendekatan ini juga mempertimbangkan konteks
sosial, ekonomi, dan budaya hukum yang memengaruhi implementasi hukum, termasuk peran wakaf
sebagai instrumen sosial-ekonomi yang potensial dalam mendukung pengembangan UMKM (Hassan
etal., 2021; Soemitra et al.,, 2022).

Metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan rekonstruksi hukum yang komprehensif
dan aplikatif dengan memperhatikan aspek normatif, empiris, dan komparatif. Pendekatan yuridis
normatif yang dipadukan dengan analisis komparatif lintas negara memberikan kerangka kerja yang
kuat dalam pengembangan konsep SKBG Tempat Usaha UMKM yang tidak hanya memenuhi kaidah
hukum nasional, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan praktis pelaku UMKM dalam
memperoleh hak kebendaan yang jelas, terlindungi (Kusumaningtyas et al., 2022), dan dapat
dipublikasikan secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum agraria dan perlindungan UMKM di Indonesia,
khususnya dalam konteks pengelolaan pasar tradisional milik pemerintah yang strategis dan
memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pendekatan Metodologis dalam Studi Perbandingan Hukum

Dalam kajian hukum kontemporer, pendekatan metodologis yang digunakan dalam analisis
perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum memegang peranan penting dalam
menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif. Pendekatan perundang-undangan
menitikberatkan pada analisis terhadap teks hukum secara sistematis dengan tujuan
mengidentifikasi norma, prinsip, dan struktur hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Metode
ini memungkinkan peneliti untuk menggali substansi hukum secara mendalam, termasuk
menafsirkan ketentuan pasal-pasal serta menilai relevansinya terhadap konteks sosial dan politik
yang melingkupinya (Kusumaningtyas et al., 2022).

Sementara itu, pendekatan konseptual berfokus pada pengembangan dan klarifikasi konsep-
konsep hukum yang mendasari norma-norma tersebut sehingga dapat memberikan kerangka
teoretis yang kuat dalam memahami fenomena hukum yang kompleks (T. Akbar & Siti-Nabiha, 2022).
Pendekatan ini sangat penting untuk menghindari reduksionisme hukum yang hanya berorientasi
pada teks normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dan prinsip-prinsip
dasar hukum yang melatarbelakanginya.

Selanjutnya, pendekatan perbandingan hukum menjadi instrumen metodologis yang esensial
dalam mengkaji persamaan dan perbedaan sistem hukum dari berbagai negara. Pendekatan ini tidak
hanya berfungsi sebagai alat deskriptif, tetapi juga sebagai sarana evaluatif dan normatif untuk
mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks lokal
(Soemitra et al.,, 2022). Dalam konteks tersebut, perbandingan hukum dilakukan secara fungsional,
yaitu dengan menelaah bagaimana norma hukum bekerja dalam menyelesaikan persoalan yang
serupa di berbagai sistem hukum tanpa melakukan transplantasi hukum secara langsung yang
berpotensi mengabaikan perbedaan budaya, sosial, dan politik (Bartlett et al., 2022). Pendekatan
fungsional ini menekankan pentingnya proses adaptasi dan modifikasi agar norma hukum yang
diadopsi tetap efektif, relevan, dan sesuai dengan karakteristik negara penerima.

Pakistan dan Turki sebagai Objek Perbandingan

Pemilihan Pakistan dan Turki sebagai objek perbandingan dalam penelitian ini didasarkan
pada sejumlah pertimbangan strategis yang berkaitan dengan karakteristik sistem hukum serta
dinamika sosial dan politik di kedua negara tersebut. Pakistan, sebagai negara yang menerapkan
sistem hukum dengan perpaduan prinsip-prinsip hukum Islam dan common law Inggris,
menawarkan perspektif yang unik dalam memahami interaksi antara hukum agama dan hukum
sekuler dalam konteks negara berkembang (Hassan et al, 2021). Sistem hukum Pakistan
menunjukkan bagaimana norma-norma keagamaan dapat diintegrasikan secara fungsional ke dalam
kerangka hukum nasional tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi.
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Di sisi lain, Turki merupakan contoh negara yang mengalami transformasi hukum secara
signifikan melalui penerapan sistem hukum sekuler yang kuat, yang berakar pada tradisi civil law
Eropa, khususnya Swiss dan Jerman (Tanjung & Windiarto, 2021). Transformasi tersebut
memberikan gambaran mengenai proses modernisasi hukum yang berorientasi pada sekularisasi
dan reformasi kelembagaan secara menyeluruh.

Kedua negara tersebut juga memiliki relevansi geografis dan historis sebagai negara mayoritas
Muslim yang menghadapi tantangan serupa dalam mengharmonisasikan nilai-nilai tradisional
dengan tuntutan modernitas dan globalisasi (Maesarach et al., 2022). Oleh karena itu, perbandingan
antara Pakistan dan Turki memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih kaya dan kontekstual
mengenai bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial sekaligus menjaga
stabilitas serta identitas nasional.

Pembatasan Studi: Komparasi Fungsional dan Selektif

Penting untuk menegaskan bahwa komparasi yang dilakukan dalam studi ini bersifat
fungsional dan selektif, bukan transplantasi mentah dari sistem hukum Pakistan dan Turki ke
konteks hukum Indonesia. Pendekatan fungsional menekankan bahwa norma hukum harus
dipahami berdasarkan fungsi sosial dan tujuan yang ingin dicapai dalam konteks lokal, sehingga
adaptasi harus mempertimbangkan perbedaan budaya, politik, dan ekonomi yang ada (Leendertse
et al., 2022). Pendekatan ini menghindari risiko kegagalan implementasi akibat ketidaksesuaian
norma hukum yang diadopsi secara langsung tanpa modifikasi.

Selain itu, selektivitas dalam perbandingan ini berarti bahwa hanya aspek-aspek tertentu dari
sistem hukum Pakistan dan Turki yang relevan dan sesuai dengan konteks Indonesia yang diambil
sebagai bahan analisis. Hal ini penting untuk menjaga fokus kajian agar tidak melebar dan tetap
relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan selektif ini juga memungkinkan peneliti untuk
mengelola kompleksitas data dan menghindari generalisasi yang berlebihan, sehingga hasil kajian
dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dan kontekstual (Omrani et al., 2024).

Dengan demikian, metodologi yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan perbandingan hukum secara fungsional dan selektif ini memberikan kerangka kerja
yang kokoh untuk menganalisis dan memahami dinamika hukum lintas negara dengan tetap
menghormati keunikan dan konteks masing-masing sistem hukum. Pendekatan ini juga membuka
peluang bagi pengembangan hukum yang responsif terhadap tantangan global sekaligus berakar
kuat pada nilai-nilai lokal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengungkap sejumlah temuan penting terkait kewajiban penyediaan tempat
atau lahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), permasalahan hak kebendaan atas
SHPTU/SIPTU di pasar tradisional milik pemerintah, serta rekonstruksi hukum melalui SKBG
Tempat Usaha UMKM. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis komparatif antara Indonesia,
Pakistan, dan Turki dalam konteks pengelolaan serta perlindungan hak kebendaan atas tempat
usaha UMKM. Temuan-temuan tersebut disajikan secara sistematis dalam tiga tabel yang
merefleksikan aspek-aspek utama dari kajian ini.

Tabel 1 menyajikan ringkasan mengenai kewajiban penyediaan tempat atau lahan bagi UMKM
berdasarkan regulasi nasional beserta implementasinya, khususnya yang mengacu pada Pasal 60
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Rumah
Susun (UURS) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Tabel ini mengelompokkan
kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana tempat usaha yang
layak dan berkeadilan bagi UMKM, termasuk melalui pemanfaatan tanah negara, tanah daerah, dan
tanah wakaf.
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Tabel 1. Kewajiban Penyediaan Tempat/Lahan bagi UMKM Berdasarkan Regulasi Nasional

Aspek Kewajiban  Dasar Hukum Bentuk Subjek Catatan
Utama Kewajiban Pelaksana
Penyediaan tempat PP No.7/2021  Fasilitasi Pemerintah Fokus pada pasar tradisional dan
usaha layak Pasal 60 penyediaan Daerah sarana usaha UMKM
kios/los

Pemanfaatan tanah ~ UURS Pasal 8, Pengelolaan tanah  Pemerintah Pusat  Termasuk tanah wakaf yang
negara/daerah 9,10, 46, 48, untuk UMKM & Daerah dapat digunakan untuk sarusun

49 dan tempat usaha UMKM
Pengaturan hak UU Rumah Pendaftaran dan Pemerintah Menjamin kepastian hukum dan
kebendaan Susun, UU perlindungan hak Daerah perlindungan bagi UMKM melalui

Wakaf, UUPA SKBG dan pendaftaran
Perlindungan UU No. 11 Jaminan fidusia Pemerintah dan Mendukung UMKM mendapatkan
UMKM Tahun 2020 dan hak preferensi Lembaga akses pembiayaan dengan

Pasal 53A Keuangan jaminan tempat usaha

Tabel 1 menunjukkan bahwa kewajiban penyediaan tempat usaha bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi
perlindungan hukum yang integral. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menyediakan
sarana fisik yang memadai, sedangkan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Rumah Susun
(UURS) dan berbagai regulasi terkait mengatur pemanfaatan tanah negara, tanah daerah, dan tanah
wakaf secara optimal untuk kepentingan UMKM. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya
memperkuat posisi UMKM dalam sistem perekonomian nasional yang berkeadilan dan
berkelanjutan. Namun demikian, implementasi kewajiban tersebut masih menghadapi berbagai
kendala, terutama terkait dengan kepastian hak kebendaan yang memadai sebagaimana akan
dibahas pada tabel berikutnya.

Selanjutnya, Tabel 2 menguraikan berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi dalam
penerapan SHPTU/SIPTU di pasar tradisional milik pemerintah, khususnya pada lokasi strategis
seperti Pasar Tanah Abang, serta rekonstruksi hukum yang diusulkan melalui SKBG Tempat Usaha
UMKM. Tabel tersebut menyoroti aspek nilai ekonomi, kelemahan hak kebendaan, serta mekanisme
perlindungan dan jaminan hukum yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, kepastian
hukum, dan keadilan bagi pelaku UMKM.

Tabel 2. Permasalahan SHPTU/SIPTU dan Rekonstruksi SKBG Tempat Usaha UMKM

Aspek Kondisi Dampak Negatif Solusi Rekonstruksi SKBG Landasan
Permasalahan SHPTU/SIPTU Tempat Usaha UMKM Hukum Utama
Saat Ini
Nilai ekonomi Bernilai tinggi di Tidak memberikan = Pengakuan bangunan/kios/los PP No. 7/2021
tinggi pasar strategis hak kebendaan sebagai benda mandiri di atas Pasal 60, UURS
penuh tanah negara/daerah/wakaf Pasal 8,9, 10, 46,
48,49
Ketiadaan Hak tidak Sulit menjadi Pendaftaran SKBG sebagai hak UU Rumah
publisitas kuat terdaftar secara jaminan bank kebendaan yang memiliki Susun, UU
memadai publisitas kuat Jaminan Fidusia
Tidak efektif Jaminan sulit Pembiayaan Penerapan fidusia dan droit de UU Jaminan
sebagai jaminan dipergunakan UMKM terhambat preference untuk perlindungan Fidusia, UU No.
bank kreditur 11/2020 Pasal
53A
Perlindungan Hak terbatas dan Ketidakpastian Penguatan perlindungan hukum  UU Wakaf, UUPA,
UMKM terbatas rentan sengketa usaha melalui SKBG dan pendaftaran PP No. 17 Tahun
yang efektif 2021

Tabel 2 menegaskan bahwa SHPTU/SIPTU yang selama ini digunakan sebagai dasar hak atas
tempat usaha UMKM di pasar milik pemerintah masih memiliki kelemahan substantif yang
menghambat pengembangan UMKM secara optimal. Nilai ekonomi tempat usaha yang tinggi belum
diimbangi dengan pengakuan hak kebendaan yang kuat serta kepastian hukum yang memadai,
sehingga pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan dan
perlindungan hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum melalui SKBG Tempat Usaha UMKM yang
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mengadopsi asas pemisahan horizontal, sistem pendaftaran yang transparan, serta perlindungan
fidusia dipandang sebagai solusi inovatif yang tidak hanya mampu meningkatkan kepastian hukum,
tetapi juga mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut juga
selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Rumah Susun (UURS) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur pemanfaatan tanah negara, tanah daerah, dan tanah wakaf
untuk kepentingan UMKM.

Selanjutnya, Tabel 3 menyajikan analisis perbandingan antara Indonesia, Pakistan, dan Turki
terkait regulasi serta praktik pengelolaan hak kebendaan atas tempat usaha UMKM, khususnya
dalam konteks pemanfaatan tanah negara, tanah daerah, dan tanah wakaf. Perbandingan tersebut
memberikan gambaran mengenai bagaimana masing-masing negara mengintegrasikan aspek
hukum, ekonomi, dan sosial dalam mendukung pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan tempat
usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel 3. Perbandingan Pengelolaan Hak Kebendaan Tempat Usaha UMKM: Indonesia,
Pakistan, dan Turki

Aspek/Negara Indonesia Pakistan Turki
Landasan hukum UURS, PP No. 7/2021, UU The Waqf Properties Turkish Civil Code, Vakif
utama Wakaf Ordinance, Land Revenue Act Law
Pengelolaan tanah Terintegrasi dengan UURS Pengelolaan oleh lembaga Pengelolaan oleh vakif dan
negara/daerah dan PP wakaf dan pemerintah daerah pemerintah pusat

Status hak kebendaan =~ SHPTU/SIPTU belum

Hak kebendaan atas wakaf

Hak kebendaan diatur ketat;

atas tempat usaha memberikan hak penuh;

SKBG diusulkan

Pendaftaran SKBG
diusulkan untuk
memperkuat hak

terbatas; pengembangan fidusia
sedang berjalan

fidusia dan pendaftaran
kuat

Pendaftaran hak wakaf
terbatas; belum universal

Publisitas dan
pendaftaran

Sistem pendaftaran
terintegrasi dan transparan

Perlindungan UMKM Perlindungan melalui UU

Jaminan Fidusia dan PP

Dukungan terbatas;
pengembangan microfinance

Perlindungan kuat melalui
regulasi fidusia dan

terkait berbasis wakaf dukungan keuangan
Inovasi hukum Rekonstruksi SKBG Tempat Pengembangan wakaf produktif Integrasi fidusia dan
Usaha UMKM dan microfinance syariah digitalisasi pendaftaran hak

Tabel 3 menunjukkan bahwa meskipun ketiga negara memiliki pendekatan hukum yang
berbeda, terdapat kesamaan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan tanah negara, tanah
daerah, dan tanah wakaf untuk mendukung pengembangan UMKM. Indonesia masih menghadapi
tantangan dalam memberikan pengakuan hak kebendaan secara penuh atas tempat usaha UMKM,
yang saat ini sedang direkonstruksi melalui konsep SKBG Tempat Usaha UMKM dengan landasan
normatif yang kuat berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun (UURS) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021.

Sementara itu, Pakistan masih berfokus pada pengembangan pengelolaan wakaf produktif dan
microfinance syariah sebagai instrumen pemberdayaan UMKM. Di sisi lain, Turki telah
mengimplementasikan sistem pendaftaran dan jaminan fidusia yang lebih matang, disertai dengan
digitalisasi administrasi yang mendukung transparansi dan perlindungan hak secara lebih efektif.
Perbandingan tersebut menegaskan pentingnya inovasi hukum yang adaptif dan kontekstual dalam
memperkuat posisi UMKM di tingkat nasional maupun regional (Kusumaningtyas et al., 2022;
Soemitra et al.,, 2022).

Hasil penelitian ini menggarisbawahi urgensi rekonstruksi hukum hak kebendaan atas tempat
usaha UMKM di Indonesia melalui pengembangan SKBG yang mengintegrasikan asas pemisahan
horizontal, sistem pendaftaran yang kuat, dan perlindungan fidusia. Rekonstruksi tersebut tidak
hanya akan meningkatkan kepastian hukum dan nilai ekonomi tempat usaha UMKM, tetapi juga
memperkuat akses pembiayaan serta perlindungan usaha yang berkeadilan. Selain itu, perbandingan
dengan praktik di Pakistan dan Turki memberikan perspektif global yang relevan dalam
pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan
UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menjadi dasar penting bagi pembaruan
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regulasi dan implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM secara inklusif dan
berkelanjutan.

Analisis dalam Konteks SHPTU/SIPTU dan Regulasi Pasal 60 PP 7/2021

Analisis mendalam terhadap tiga matriks yang telah disajikan sebelumnya mengungkap
sejumlah temuan normatif yang esensial dalam konteks transformasi Sistem Hak Pengelolaan
Tempat Usaha (SHPTU) atau Sistem Izin Penggunaan Tempat Usaha (SIPTU), serta relevansi Pasal
60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai norma hukum yang memiliki daya ikat
strategis. Selain itu, kajian ini juga menyoroti model integrasi aset publik, wakaf, sistem pendaftaran,
dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diterapkan di Pakistan dan Turki
sebagai referensi penting dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia.

Pertama, matriks yang mengkaji aspek kelembagaan dan regulasi SHPTU/SIPTU menunjukkan
bahwa sistem yang berlaku saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan
operasional yang menghambat efektivitas pengelolaan tempat usaha di pasar tradisional milik
pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan Kusumaningtyas et al. (2022) yang menekankan
pentingnya reformasi kelembagaan dalam pengelolaan aset publik agar mampu menjawab dinamika
sosial dan ekonomi kontemporer. Transformasi SHPTU /SIPTU menjadi sistem yang lebih adaptif dan
responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM serta perkembangan teknologi informasi merupakan
suatu kebutuhan normatif yang mendesak untuk diwujudkan. Transformasi tersebut tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga substantif, yakni melalui penguatan hak-hak pelaku UMKM dengan
mekanisme pendaftaran yang transparan dan akuntabel sebagaimana diuraikan oleh Soemitra et al.
(2022) dalam konteks pengelolaan aset ekonomi berbasis komunitas.

Kedua, dari sisi regulasi, Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 muncul sebagai
norma yang paling strategis dalam kerangka hukum penyediaan tempat usaha bagi UMKM.
Ketentuan tersebut mengatur kewajiban penyediaan tempat atau lahan bagi UMKM yang menjadi
fondasi hukum dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak pelaku usaha kecil.
Keberadaan pasal tersebut menegaskan posisi hukum tempat usaha UMKM dalam sistem hukum
nasional sekaligus menjadi instrumen normatif yang mampu mendorong harmonisasi antara
kepentingan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan
argumentasi Hassan et al. (2021) yang menegaskan bahwa norma hukum yang efektif harus mampu
menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan nasional sehingga tercipta sinergi yang
berkelanjutan. Dengan demikian, Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya
berfungsi sebagai norma administratif, tetapi juga sebagai norma substantif yang memiliki implikasi
luas terhadap penguatan hak dan pemberdayaan UMKM.

Ketiga, matriks yang membandingkan model integrasi aset publik, wakaf, sistem pendaftaran,
dan pembiayaan UMKM di Pakistan dan Turki memberikan wawasan penting bagi pengembangan
sistem pengelolaan tempat usaha UMKM di Indonesia. Model Pakistan dan Turki menunjukkan
adanya sinergi antara pengelolaan aset wakaf, sistem pendaftaran modern, serta mekanisme
pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut relevan untuk diterapkan
dalam konteks pengelolaan tempat usaha UMKM di Indonesia yang selama ini masih bersifat
terfragmentasi dan belum terintegrasi secara optimal dengan sektor ekonomi produktif. Penelitian
T. Akbar dan Siti-Nabiha (2022) serta Maesarach et al. (2022) menegaskan bahwa integrasi semacam
ini dapat meningkatkan nilai ekonomi aset publik dan wakaf sekaligus memperkuat basis sosial-
ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, aman, dan transparan.

Selain itu, model Pakistan dan Turki juga menekankan pentingnya digitalisasi dan transparansi
dalam sistem pendaftaran aset wakaf dan aset publik yang dapat diadopsi dalam sistem pendaftaran
tempat usaha UMKM di Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan Omrani et al. (2024) yang
menunjukkan bahwa digitalisasi pendaftaran aset publik mampu meningkatkan efisiensi, akurasi
data, serta mengurangi potensi konflik kepemilikan. Dengan demikian, transformasi SHPTU/SIPTU
yang mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat legitimasi hukum dan sosial
dalam pengelolaan tempat usaha UMKM, sekaligus membuka peluang pembiayaan berbasis aset
yang selama ini masih sulit dijangkau oleh pelaku UMKM melalui sistem keuangan formal.

530 | Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan



Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
[Iman Khairi, Nova Monaya, Sudiman Sihotang Reconstructing Legal Rights...

Pembahasan

Pembahasan mengenai rekonstruksi hukum hak kebendaan atas tempat usaha pada pasar
tradisional milik pemerintah, khususnya dalam konteks SIPTU/SHPTU seperti di Pasar Tanah Abang,
memerlukan analisis yang mendalam dari perspektif legal-filosofis, komparatif, dan argumentatif.
Meskipun SIPTU/SHPTU memiliki nilai ekonomi yang signifikan, instrumen tersebut belum
memberikan hak kebendaan secara penuh kepada pelaku UMKM, tidak memiliki sistem publisitas
yang kuat, serta belum efektif digunakan sebagai jaminan perbankan. Kondisi tersebut menimbulkan
kebutuhan mendesak akan rekonstruksi hukum yang mengakui bangunan, kios, atau los sebagai
benda mandiri yang berdiri di atas tanah negara, tanah daerah, maupun tanah wakaf melalui
penerapan asas pemisahan horizontal, sistem pendaftaran yang jelas, serta perlindungan hukum bagi
UMKM melalui SKBG Tempat Usaha UMKM.

Pendekatan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021 yang mengatur pengelolaan tanah negara dan tanah daerah, serta pengembangan ketentuan
dalam Undang-Undang Rumah Susun (UURS) Pasal 8, 9, 10, 46, 48, dan 49 yang memberikan ruang
bagi pengakuan hak atas bangunan yang berdiri di atas tanah negara, tanah daerah, dan tanah wakaf.
Konsep SKBG Tempat Usaha UMKM yang diusulkan merupakan inovasi hukum yang tidak hanya
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak kebendaan, tetapi juga membuka peluang
pembiayaan yang lebih luas melalui jaminan fidusia dan hak-hak preferen, seperti droit de suite dan
droit de preference.

Secara filosofis, rekonstruksi tersebut mengandung nilai keadilan distributif dan keadilan
sosial, di mana hak kebendaan tidak semata-mata dipandang sebagai instrumen kepemilikan, tetapi
juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung
perekonomian nasional. Pengakuan bangunan sebagai benda mandiri di atas tanah negara dan tanah
wakaf juga mencerminkan prinsip keadilan substantif yang mengakomodasi kepentingan kolektif
dan kepentingan individu secara seimbang sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Wakaf. Dengan demikian, SKBG Tempat Usaha UMKM tidak
hanya memperkuat posisi hukum pelaku UMKM, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan tanah
negara dan tanah wakaf secara produktif dan berkelanjutan.

Dalam konteks komparatif, penerapan konsep serupa di Pakistan dan Turki memberikan
gambaran yang relevan untuk memperkaya diskursus ini. Pakistan, sebagai negara dengan sistem
hukum campuran yang mengakomodasi hukum Islam dan common law, telah mengembangkan
mekanisme pengakuan hak kebendaan atas tempat usaha melalui sertifikat kepemilikan yang
terdaftar secara resmi dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan mikro. Sistem tersebut didukung
oleh mekanisme pendaftaran tanah yang terintegrasi serta pengakuan terhadap wakaf sebagai
sumber pembiayaan sosial yang produktif (Aman et al.,, 2022).

Sementara itu, Turki dengan sistem hukum sipil yang kuat dan pengelolaan wakaf yang
modern telah mengimplementasikan sistem pendaftaran hak atas bangunan wakaf yang dapat
dipisahkan dari tanah wakaf itu sendiri. Model tersebut memberikan fleksibilitas hukum dan
ekonomi bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan tempat usaha secara lebih produktif (Soemitra et
al, 2022). Pengalaman Pakistan dan Turki menunjukkan bahwa pengakuan hak kebendaan yang
jelas serta sistem pendaftaran yang efektif merupakan faktor kunci dalam mendorong
pemberdayaan ekonomi UMKM melalui pemanfaatan tanah negara dan tanah wakaf secara optimal.
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Gambar 1. Skema Rekonstruksi Hak Kebendaan Tempat Usaha UMKM Berdasarkan SKBG

Gambar 1 memperlihatkan skema rekonstruksi hak kebendaan atas tempat usaha UMKM
melalui SKBG yang mengintegrasikan asas pemisahan horizontal, pendaftaran, dan perlindungan
fidusia. Skema ini menegaskan bahwa bangunan atau kios sebagai benda mandiri dapat berdiri di
atas tanah negara, daerah, atau wakaf, dengan hak kebendaan yang terdaftar dan dapat dijadikan
jaminan pembiayaan.

Penjelasan gambar ini menegaskan bahwa rekonstruksi hukum yang diusulkan bukan sekadar
perubahan teknis, melainkan transformasi paradigma pengelolaan hak atas tempat usaha UMKM.
Dengan pengakuan SKBG, pelaku UMKM memperoleh kepastian hukum yang kuat dan akses
pembiayaan yang lebih luas, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Transisi dari
SIPTU/SHPTU yang bersifat terbatas menjadi SKBG Tempat Usaha UMKM juga mengurangi risiko
sengketa dan ketidakpastian hukum yang selama ini menjadi kendala utama. Selanjutnya, diskursus
ini dapat diperluas dengan melihat pengaruh regulasi nasional terkait, seperti UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan PP No. 17 Tahun 2021 yang mengatur tata cara pendaftaran dan pengelolaan
tanah negara.

Secara argumentatif, pengakuan SKBG Tempat Usaha UMKM atas tanah negara/daerah dan
wakaf harus dipandang sebagai upaya harmonisasi antara kepentingan negara dalam pengelolaan
aset dan hak-hak pelaku UMKM yang membutuhkan kepastian hukum dan akses pembiayaan. Pasal
60 PP No. 7 Tahun 2021 memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur penggunaan tanah
negara dan daerah bagi kepentingan usaha mikro dan kecil, dengan tetap memperhatikan prinsip
keberlanjutan dan keadilan sosial. Di sisi lain, UURS Pasal 8, 9, dan 10 mengatur hak dan kewajiban
atas tanah negara dan wakaf yang dapat dimanfaatkan secara produktif, sehingga SKBG Tempat
Usaha UMKM dapat menjadi instrumen legal yang mengakomodasi kedua aspek tersebut.

i | | 18
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Negara/ | Ruang
Daerah

‘ Ekosistem

Pembangunan

Bangunan Usaha m | U M KM ..
Inklusif koperasi
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Perluasan fungsi UURS: dari hunian menuju tempat usaha UMKM

Gambar 2. Model Pemanfaatan Tanah Negara/Daerah dan Wakaf untuk Ekosistem UMKM
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Gambar 2 menampilkan model pemanfaatan tanah untuk ekosistem UMKM agar dapat
memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku UMKM. Indonesia, dengan kerangka hukum
yang sudah ada seperti UUPA, UU Rumah Susun, dan UU Wakaf, dapat mengembangkan SKBG
Tempat Usaha UMKM sebagai instrumen yang mengakomodasi kebutuhan lokal sekaligus memenuhi
standar internasional. Namun demikian, implementasi SKBG harus memperhatikan konteks sosial
budaya dan administratif yang unik di Indonesia agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara
pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Lebih lanjut, aspek fidusia dalam SKBG Tempat Usaha UMKM merupakan inovasi penting yang
memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan dan perlindungan kreditur. UU Jaminan Fidusia
memungkinkan pelaku UMKM untuk menggunakan bangunan atau kios sebagai jaminan tanpa harus
melepas hak kepemilikan, sehingga meningkatkan likuiditas dan akses modal usaha. Hal ini sangat
relevan mengingat keterbatasan akses pembiayaan formal yang selama ini menjadi kendala utama
UMKM di pasar tradisional. Dengan demikian, SKBG Tempat Usaha UMKM tidak hanya memperkuat
hak kebendaan, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM secara menyeluruh.
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Gambar 3. Mekanisme Pendaftaran dan Perlindungan Hak Kebendaan SKBG Tempat Usaha UMKM
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Gambar 3 menggambarkan mekanisme pendaftaran dan perlindungan hak kebendaan SKBG
Tempat Usaha UMKM, mulai dari pengajuan, verifikasi, pendaftaran di badan pertanahan, hingga
perlindungan hukum melalui fidusia dan hak preferensial.

Mekanisme tersebut menegaskan pentingnya integrasi antara aspek administratif dan
perlindungan hukum dalam pengelolaan SKBG Tempat Usaha UMKM. Sistem pendaftaran yang
transparan dan sistematis melalui badan pertanahan memberikan kepastian hukum serta publisitas
yang kuat sehingga mampu mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan kepercayaan pasar.
Perlindungan fidusia dan hak-hak preferen memberikan jaminan bahwa pelaku UMKM dapat
memperoleh akses pembiayaan dengan tingkat risiko yang lebih terkelola sekaligus menjaga
keberlanjutan usahanya. Namun demikian, mekanisme tersebut juga menghadapi berbagai
tantangan implementasi, terutama yang berkaitan dengan kapasitas administrasi, sosialisasi kepada
pelaku UMKM, serta harmonisasi dengan regulasi lain, seperti Undang-Undang Wakaf dan Undang-
Undang Rumah Susun. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan lembaga keuangan guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan
mekanisme tersebut.

Dalam perspektif implikasi hukum dan ekonomi, pengembangan SKBG Tempat Usaha UMKM
berpotensi menjadi terobosan hukum yang mampu mengatasi problematika klasik dalam
pengelolaan hak kebendaan atas tempat usaha di pasar tradisional milik pemerintah. Dengan
memberikan pengakuan hak kebendaan yang lebih kuat serta perlindungan hukum yang memadai,
SKBG dapat meningkatkan nilai ekonomi aset UMKM sekaligus memperkuat posisi tawar pelaku
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usaha dalam memperoleh akses pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan
ekonomi inklusif dan pemberdayaan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan
nasional (Kusumaningtyas et al., 2022). Selain itu, pengakuan terhadap tanah wakaf sebagai bagian
dari ekosistem SKBG membuka peluang sinergi antara ekonomi syariah dan hukum pertanahan
nasional yang dapat memperkuat pembiayaan sosial serta keberlanjutan usaha mikro.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam
implementasi SKBG Tempat Usaha UMKM. Pertama, kompleksitas hukum dan administratif dalam
proses pendaftaran serta pengelolaan SKBG berpotensi menjadi hambatan bagi pelaku UMKM yang
pada umumnya memiliki keterbatasan sumber daya. Kedua, potensi konflik antara kepentingan
negara, pemerintah daerah, dan masyarakat pemilik tanah wakaf perlu dikelola melalui prinsip
musyawarah dan keadilan agar tidak menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Ketiga,
diperlukan penguatan kapasitas lembaga pertanahan dan lembaga perbankan dalam mengelola
jaminan fidusia agar mekanisme pembiayaan dapat berjalan secara efektif dan aman. Oleh sebab itu,
pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara intensif, menyederhanakan prosedur administrasi,
serta memperkuat koordinasi antar lembaga terkait.

Secara filosofis, rekonstruksi hukum tersebut juga menuntut adanya refleksi mendalam
mengenai hak atas tanah dan bangunan sebagai manifestasi hak asasi manusia dalam bidang
ekonomi. Pengakuan terhadap SKBG Tempat Usaha UMKM memperkuat prinsip bahwa hak
kebendaan harus berfungsi sebagai sarana pemberdayaan dan keadilan sosial, bukan semata-mata
sebagai instrumen kepemilikan eksklusif yang berpotensi menimbulkan ketimpangan. Hal ini sejalan
dengan semangat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan prinsip keadilan dalam hukum
pertanahan Indonesia yang menempatkan fungsi sosial tanah sebagai prinsip utama sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 UUPA. Dengan demikian, rekonstruksi hukum tersebut tidak hanya bersifat
teknis, tetapi juga normatif dan etis karena menempatkan hak kebendaan dalam kerangka
pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, pengembangan SKBG Tempat Usaha UMKM juga
perlu mempertimbangkan integrasi teknologi informasi dalam sistem pendaftaran dan pengelolaan
hak kebendaan. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas proses
pendaftaran sekaligus memperkuat perlindungan hukum melalui sistem yang terintegrasi dan
mudah diakses. Hal tersebut sejalan dengan tren transformasi digital UMKM di berbagai negara
berkembang, termasuk Indonesia, Pakistan, dan Turki, yang telah menunjukkan dampak positif
terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ahmed et al., 2022; Omrani et al., 2024). Oleh karena
itu, pengembangan SKBG perlu disertai dengan inovasi digital yang mendukung pengelolaan hak
kebendaan secara modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM.

Dengan demikian, diskursus mengenai rekonstruksi hukum hak kebendaan atas tempat usaha
UMKM melalui SKBG Tempat Usaha UMKM merupakan inovasi yang relevan dan strategis dalam
konteks pengelolaan aset negara, daerah, dan wakaf. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek hukum,
ekonomi, sosial, dan teknologi secara holistik sehingga mampu memberikan solusi terhadap
berbagai problematika klasik sekaligus membuka peluang baru dalam pemberdayaan UMKM dan
pengembangan ekonomi nasional yang inklusif serta berkelanjutan. Namun, keberhasilan
implementasinya sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan, penguatan kapasitas
kelembagaan, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus
berkembang. Oleh karena itu, SKBG Tempat Usaha UMKM tidak hanya dipandang sebagai instrumen
hukum, tetapi juga sebagai katalisator perubahan sosial dan ekonomi yang berkeadilan.

SKBG Tempat Usaha UMKM Berbasis UURS: Perspektif Hukum dan Kelembagaan

Dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia,
penerapan Surat Keterangan Hak Guna Bangunan (SKBG) berbasis Undang-Undang Rumah Susun
(UURS), khususnya pada Pasal 8, 9, 10, 46, 48, dan 49, menghadirkan inovasi hukum yang signifikan.
Kebaruan (novelty) dari konsep SKBG tersebut terletak pada perluasan fungsi pemanfaatan tanah
negara, tanah daerah, dan tanah wakaf yang tidak lagi terbatas pada kepentingan hunian semata,
tetapi juga diperuntukkan sebagai tempat usaha bagi UMKM. Pendekatan ini tidak hanya
mengakomodasi kebutuhan ekonomi pelaku UMKM, tetapi juga menuntut adanya sinergi
kelembagaan yang kompleks antara berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian Agraria
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dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), nazir wakaf, bank syariah, serta koperasi.

Secara normatif, Pasal 8, 9, dan 10 UURS mengatur mengenai hak guna bangunan yang
memberikan legitimasi hukum kepada pemegang hak untuk memanfaatkan tanah negara dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan penggunaannya, termasuk untuk kegiatan usaha.
Sementara itu, Pasal 46, 48, dan 49 mengatur mekanisme peralihan, pembaruan, dan pembatalan hak
guna bangunan tersebut. Dalam konteks SKBG untuk UMKM, ketentuan tersebut menjadi dasar
hukum yang memungkinkan pemanfaatan tanah negara, tanah daerah, dan tanah wakaf tidak hanya
sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang usaha yang produktif. Hal ini merupakan terobosan
hukum yang menjawab kebutuhan nyata UMKM yang selama ini menghadapi keterbatasan akses
legal terhadap tempat usaha yang layak dan terjangkau.

Penggunaan Tanah Negara/Daerah dan Wakaf untuk Tempat Usaha UMKM

Secara tradisional, tanah negara, tanah daerah, dan tanah wakaf lebih banyak dimanfaatkan
untuk kepentingan hunian atau kegiatan sosial-keagamaan. Namun, seiring dengan dinamika
ekonomi dan kebutuhan penguatan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,
perluasan fungsi tersebut menjadi sangat relevan. Pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan usaha
UMKM, misalnya, membuka peluang baru bagi pengelolaan aset wakaf yang selama ini cenderung
bersifat statis dan kurang produktif. Nazir sebagai pengelola wakaf memiliki peran strategis dalam
mengoptimalkan aset wakaf agar mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus manfaat sosial
secara berkelanjutan (Kusumaningtyas et al., 2022; Rusli, Hafidhuddin, Bahruddin, & Tamam, 2023).

Di sisi lain, pemanfaatan tanah negara dan tanah daerah untuk tempat usaha UMKM melalui
SKBG memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak penggunaan tanah bagi pelaku
UMKM. Hal ini sangat penting mengingat pelaku UMKM sering menghadapi ketidakpastian hukum
terkait status tanah yang digunakan, yang berpotensi menimbulkan konflik agraria dan menghambat
pengembangan usaha (Soemitra et al., 2022). Dengan adanya SKBG berbasis UURS, pelaku UMKM
memperoleh instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengelola tempat usahanya secara
profesional, aman, dan berkelanjutan.

Implikasi Kelembagaan ATR/BPN, Pemda/BUMD, Nazir, Bank Syariah, dan Koperasi

Implementasi SKBG Tempat Usaha UMKM berbasis UURS menuntut adanya koordinasi dan
kolaborasi yang erat antar lembaga terkait. ATR/BPN sebagai lembaga yang berwenang dalam
pengelolaan dan penerbitan hak atas tanah memegang peran sentral dalam memastikan proses
administrasi dan legalisasi SKBG berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Proses tersebut
perlu didukung oleh sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pelaku
UMKM guna meminimalkan birokrasi serta potensi penyalahgunaan kewenangan (Hassan et al,
2021).

Pemerintah daerah dan BUMD memiliki peran strategis dalam menyediakan dan mengelola
tanah negara atau tanah daerah yang akan diberikan kepada pelaku UMKM melalui mekanisme
SKBG. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung kemudahan akses
tanah bagi UMKM, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung dan pengawasan terhadap
penggunaan tanah agar tetap sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini, BUMD dapat berperan
sebagai fasilitator dan pengelola aset tanah yang produktif sekaligus menjadi mitra strategis dalam
pembiayaan dan pendampingan UMKM (T. Akbar & Siti-Nabiha, 2022).

Dalam konteks tanah wakaf, nazir memiliki tanggung jawab ganda sebagai pengelola aset
sekaligus pelaksana amanah wakaf. Nazir dituntut untuk mengelola tanah wakaf secara profesional
dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah serta keberlanjutan sosial-ekonomi
masyarakat (Rusli, Hafidhuddin, Bahruddin, Tamam, et al.,, 2023). Oleh karena itu, sinergi antara
nazir dan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, menjadi sangat penting dalam
menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi UMKM yang memanfaatkan tanah
wakaf sebagai tempat usaha (Tanjung & Windiarto, 2021). Bank syariah dapat menawarkan berbagai
produk pembiayaan yang inovatif dan inklusif, seperti pembiayaan mudharabah atau musyarakah,
yang mendukung pengembangan usaha UMKM tanpa membebani pelaku usaha dengan sistem bunga
yang memberatkan.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan juga memiliki peran penting dalam
mendukung pelaku UMKM pengguna SKBG. Koperasi dapat menjadi wadah pengelolaan bersama,
pendampingan usaha, serta penyediaan modal dan akses pasar bagi UMKM. Keterlibatan koperasi
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dalam pengelolaan SKBG dapat memperkuat posisi tawar pelaku UMKM sekaligus meningkatkan
kapasitas kelembagaan mereka (Maesarach et al.,, 2022).

Selain itu, berdasarkan hasil sintesis dan pembahasan, transformasi SHPTU/SIPTU tidak hanya
merupakan kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi keharusan normatif yang perlu direspons
secara serius oleh pembentuk kebijakan agraria. Transformasi tersebut harus mengedepankan
prinsip legalitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan aset
dan tempat usaha. Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai norma hukum yang
strategis harus dijadikan pijakan utama dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih
komprehensif serta adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, pembelajaran dari model Pakistan dan Turki memberikan gambaran konkret
mengenai bagaimana integrasi antara pengelolaan aset publik, wakaf, sistem pendaftaran, dan
pembiayaan UMKM dapat menjadi solusi inovatif dalam mengoptimalkan potensi ekonomi aset
tanah dan tempat usaha. Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi aset, tetapi
juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan yang inklusif
dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan
oleh Johan Rockstrom (2023), yang menekankan pentingnya integrasi aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan dalam pengelolaan sumber daya.

Selain itu, transformasi SHPTU/SIPTU yang mengadopsi model integratif tersebut juga dapat
mengatasi berbagai persoalan klasik, seperti tumpang tindih kepemilikan, ketidakjelasan status
hukum tanah, serta keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM. Dengan demikian, reformasi ini
tidak hanya memperkuat aspek legal formal, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap
pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Hal tersebut sejalan dengan temuan Bartlett
etal. (2022) dan Aman et al. (2022) yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi berbasis
aset lokal sebagai strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara normatif, hasil sintesis dari ketiga matriks menunjukkan bahwa SHPTU/SIPTU perlu
mengalami transformasi menyeluruh yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, regulasi, dan
teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan tempat usaha UMKM. Pasal 60
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 berperan sebagai norma hukum yang strategis dalam
memberikan landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan hak pelaku UMKM atas tempat
usaha. Selanjutnya, model integrasi aset publik, wakaf, sistem pendaftaran, dan pembiayaan UMKM
yang diterapkan di Pakistan dan Turki memberikan pembelajaran penting yang dapat diadaptasi
untuk memperkuat sistem pengelolaan tempat usaha di Indonesia sekaligus mendorong
pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Transformasi tersebut tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum dan sosial dalam
pengelolaan tempat usaha UMKM, tetapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan
ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembentuk kebijakan dan para
pemangku kepentingan perlu segera mengadopsi pendekatan yang holistik dan integratif dengan
mempertimbangkan kompleksitas aspek sosial, hukum, dan ekonomi dalam pengelolaan aset negara,
daerah, dan wakaf guna mewujudkan keadilan agraria dan kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh.

Limitasi

Meskipun SKBG berbasis UURS menawarkan solusi hukum yang inovatif, terdapat sejumlah
keterbatasan dan tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, kompleksitas regulasi serta tumpang
tindih kewenangan antar lembaga berpotensi menghambat proses penerbitan dan pengelolaan
SKBG. Sebagai contoh, koordinasi antara ATR/BPN, pemerintah daerah, dan nazir sering menghadapi
kendala administratif serta perbedaan interpretasi hukum yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan.

Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga-lembaga terkait, terutama
di daerah, dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan SKBG. Kurangnya pemahaman mengenai
aspek hukum pertanahan dan pengelolaan aset wakaf berpotensi menyebabkan kesalahan
prosedural serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Ketiga, aspek pembiayaan masih menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM dalam
mengoptimalkan pemanfaatan SKBG. Meskipun bank syariah menawarkan alternatif pembiayaan
yang sesuai dengan prinsip syariah, akses terhadap layanan keuangan dan tingkat literasi keuangan
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pelaku UMKM masih relatif terbatas. Kondisi tersebut memerlukan intervensi kelembagaan yang
lebih intensif dari koperasi maupun lembaga pendamping UMKM guna meningkatkan kapasitas
manajerial dan kemampuan pengelolaan keuangan para pelaku usaha.

Keempat, pengelolaan tanah wakaf sebagai tempat usaha UMKM harus tetap menjaga
keseimbangan antara aspek ekonomi dan nilai sosial-keagamaan. Potensi penyalahgunaan maupun
komersialisasi yang berlebihan terhadap tanah wakaf dapat menimbulkan resistensi sosial serta
mereduksi nilai-nilai keagamaan yang melekat pada aset wakaf tersebut. Oleh karena itu,
pengelolaan tanah wakaf untuk kepentingan usaha perlu dilaksanakan secara hati-hati, profesional,
dan tetap berlandaskan prinsip syariah serta kemaslahatan umum.

Saran
Untuk mengoptimalkan penerapan SKBG Tempat Usaha UMKM berbasis UURS, diperlukan
beberapa langkah strategis, sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan penguatan koordinasi kelembagaan melalui pembentukan forum lintas sektor

yang melibatkan ATR/BPN, pemerintah daerah, nazir, bank syariah, dan koperasi. Forum
tersebut dapat menjadi wadah dialog, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan SKBG sehingga
berbagai hambatan administratif dan regulatif dapat diminimalkan.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan melalui program pelatihan dan
pendidikan berkelanjutan yang berfokus pada aspek hukum pertanahan, pengelolaan aset
wakaf, serta manajemen UMKM. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas
pelayanan dan efektivitas pengelolaan SKBG, khususnya di tingkat daerah (Liu et al., 2023).

3. Diperlukan pengembangan model pembiayaan yang inovatif dengan melibatkan bank syariah
dan koperasi secara sinergis. Model pembiayaan tersebut harus dirancang agar mudah diakses
oleh pelaku UMKM dengan persyaratan yang tidak memberatkan, serta disertai dengan
pendampingan teknis dan manajerial guna meningkatkan keberhasilan usaha (Bartlett et al,,
2022).

4. Perlu disusun regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pemanfaatan tanah wakaf
untuk kegiatan usaha UMKM. Regulasi tersebut harus mengatur mekanisme pengawasan dan
pertanggungjawaban nazir agar pengelolaan tanah wakaf tetap sesuai dengan prinsip syariah
serta mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara optimal (Chen et al., 2021).

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pengawasan SKBG perlu terus
dikembangkan. Digitalisasi sistem pertanahan dan pengelolaan aset wakaf dapat meningkatkan
transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sekaligus mempermudah pelaku UMKM dalam
mengakses informasi serta layanan yang berkaitan dengan SKBG.

KESIMPULAN

Rekonstruksi hukum hak kebendaan atas tempat usaha pada pasar tradisional milik
pemerintah, khususnya melalui pengembangan Surat Keterangan Hak Guna Bangunan (SKBG)
Tempat Usaha UMKM, merupakan inovasi yang sangat strategis dalam memperkuat posisi hukum
dan ekonomi pelaku UMKM. Kajian ini menegaskan bahwa SIPTU/SHPTU yang selama ini diterapkan
di pasar tradisional, seperti Pasar Tanah Abang, belum memberikan hak kebendaan secara penuh
sehingga menghambat efektivitasnya sebagai jaminan kredit dan mengurangi kepastian hukum bagi
pelaku usaha.

Dengan mengadopsi asas pemisahan horizontal yang mengakui bangunan, kios, atau los
sebagai benda mandiri di atas tanah negara, tanah daerah, maupun tanah wakaf, serta
mengintegrasikan mekanisme pendaftaran yang transparan dan perlindungan fidusia, SKBG Tempat
Usaha UMKM membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan akses pembiayaan dan penguatan
perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Rumah Susun (UURS),
khususnya Pasal 8, 9, 10, 46, 48, dan 49, yang mengatur pemanfaatan tanah milik negara, daerah, dan
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wakaf untuk kepentingan hunian maupun usaha, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
Pasal 60 yang memberikan landasan hukum bagi pengelolaan tanah dan bangunan tersebut.

Pendekatan ini tidak hanya memberikan publisitas yang kuat dan kepastian hak kebendaan
yang lebih jelas, tetapi juga mengakomodasi prinsip droit de suite dan droit de preference yang
memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM dari risiko kehilangan hak atas tempat usaha
mereka. Selain itu, perbandingan dengan praktik di Pakistan dan Turki menunjukkan bahwa
pengakuan hak kebendaan yang kuat serta sistem pendaftaran yang efektif merupakan faktor
penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan UMKM, terutama dalam konteks pasar
tradisional yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan kompleksitas kepemilikan tanah.

Oleh karena itu, penguatan SKBG Tempat Usaha UMKM sebagai instrumen hak kebendaan yang
mandiri merupakan solusi hukum yang inovatif dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya mampu
memperkuat perlindungan hukum dan akses pembiayaan bagi UMKM, tetapi juga mendukung tujuan
pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat di Indonesia.
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